BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 984 TAHUN 2020

TENTANG

PERPANJANGAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang: a. bahwa dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2020, telah
di tetapkan tanggal 30 September 2020 sebagai tanggal jatuh
tempo pembayaran PBB-P2 yang di cantumkan pada Surat
Pemberitahuan Pajak Terhutang;

b. bahwa untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam upaya
memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang belum melakukan
pembayaran PBB-P2, diperlukan perpanjangan jatuh tempo
pembayaran PBB-P2;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Perpanjangan tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Banggai
Kepulauan Tahun 2020;
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Mengingat : Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai
Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3900). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 11 Tahun 2000 tetang Perubahan Undang-undang Nomor
ol Tahun 1000 tentang Pembentukan Kabupaten Buol,
Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
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3. Undang - undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah /
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Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimmana telah diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenrintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun
2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2013 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN TANGGAL
JATUH TEMPO PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2020

Memperpanjang tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Banggai
Kepulauan Tahun 2020, semula tanggal 30 September 2020
menjadi tanggal 30 Nopember 2020.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 7 ,Sg?l;@w\pcr 2020

BUPATI BANGGA), KEPULAUAN AKX
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Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
Kepala Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset di Salakan;
Kepala Bapenda Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
Camat Se-Kabupaten Banggai Kepulauan di tempat;

Lurah Se - Kabupaten Banggai Kepulauan di tempat;
Kepala Desa Se-Kabupaten Banggai Kepulauan di tempat.



